Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0615/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada

tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

cerai gugat antara:
XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 002 RW 001
Desa Sumub Kidul, Kecamatan Sragi, Kabupaten

Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN
XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 016 RW 017
Desa Sumub Kidul, Kecamatan Sragi, Kabupaten

Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;------------

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;------------------------
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang

ditandatanganinya sendiri tertanggal 02 Mei 2017 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0615/Pdt.G/2017/PA.Kjn

tanggal 02 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2002 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum
dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut
telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi,
Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
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Nomor: 429/53/V111/2002 tertanggal 24 Agustus 2002 dan setelah akad
nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum
dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di
rumah Tergugat di Desa Sumub Kidul, Kecamatan Sragi, selama 14
tahun 3 bulan;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri
yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum
dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sejak Oktober 2016 dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak
harmonisan yang disebabkan Tergugat selalu mengikuti
perintah/keinginan orang tua Tergugat, ketimbang dengan Penggugat,
dan bahkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah
tangganya Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak pernah
terbuka/tidak pernah jujur kepada Penggugat mengenai gaji/penghasilan
Tergugat;

6. Bahwa sejak Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan, Penggugat pulang ke
rumah orang tua Penggugat, di Desa Sumub Kidul, Kecamatan Sragi,
dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami
istri;

7. Bahwa selama berpisah 5 bulan, Tergugat terkadang masih memberi
uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu
rupiah) perbulan;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
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yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan
dari suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat;

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan

Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cqg. Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk
kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan upaya tersebut berhasil,
kemudian Penggugat mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak

keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara
Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas ;
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam persidangan
Pengadilan Agama Kajen telah menyatakan mencabut perkaranya, maka
Majlis berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan
ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, sehingga majelis berkesimpulan bahwa
pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan pemeriksaan perkara
tersebut harus dinyatakan selesai dan Penggugat harus tetap dibebani

untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989,Sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;------------------

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan pekara Nomor
0615/Pdt.G/2017/PA.Kjn dari Penggugat ;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 541.000 ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 18 Juli
2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 H. oleh Drs.
SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs.
IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai
Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;
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Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-------- Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman--------- Rp. 450.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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